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Hukum Bisnis merupakan kalimat yang terpenggal atau 

terpisah  PHQMDGL� GXD� \DLWX� ´+8.80µ� GDQ� ¶·%,61,6··� VHEHOXP�

mengenal dan melakukan kegiatan Bisnis  terlebih dahulu harus 

memahami dan mendalami pengHUWLDQ� GDQ� KDNLNDW� ¶·+8.80��

BISNIS, dan KAIDAH HUKUM BISNIS. Apa itu Hukum,Bisnis dan 

Kaidah Hukum Bisnis ?.  

 

A. Pengertian Hukum. 

Orang yang baru mengenal dan mempelajari tentang 

hukum pasti akan timbul suatu pertanyaan untuk pertama 

kalinya, yakni apakah yang dimaksud dengan hukum itu?. 

Definisi tentang hukum menurut: 

1. Utrech GDODP� EXNXQ\D� \DQJ� EHUMXGXO� ¶·3HQJDQWDU� 'DODP�

+XNXP�,QGRQHVLD·· 

¶·+XNXP� LWX� DGDODK� KLPSXQDQ� SHUDWXUDQ-peraturan yang 

berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang 

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu 

harus ditaati oleh masyarDNDW·· 

2. CM. Amin��'DODP�EXNXQ\D�\DQJ�EHUMXGXO�´%HUWDPDV\D�.H�

$ODP�+XNXPµ 

´KXNXPµ� GLUXPXVNDQ� VHEDJDL�� NXPSXODQ-kumpulan , 

peraturan-SHUDWXUDQ� KXNXP� \DQJ� WHUGLUL� GDUL� ´QRUPD� GDQ�

VDQNVLµ�� 1RUPD� DGDDODK� WDWD� WHUWLE� \DQJ� PHQJDWXU�

MENGENAL HUKUM 

DAN KAIDAH 

HUKUM BISNIS  
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A. Pengertian perjanjian 

Dalam menjalankan bisnis pada dasarnya manusia tidak 

bisa melakukan dengan sendiri, tetapi hars dilakukan secara 

bersama atau dengan mendapat bantuan dari orang lain. Untuk 

itu diperlukan suatu perangkat hukum dalam kegiatan bisnis 

tersebut.Perangkat hukum tersebut adalah yang disebut dengan 

perjanjian. 

Perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana dua 

orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara 

tertulis. Perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat 

oleh para pihak dapat dijadikan dasar hukum bagi yang 

membuatnya. Perbedaan dengan perundang-undangan adalah 

dalam hal bahwa perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang 

membuatnya saja tidak mengikat orang lain atau masyarakat 

umum, sedangkan Undang-undang berlaku umum artinya 

undang-undang tersebut mengikat kepada semua pihak, dan 

seluruh masyarakat. 

Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

tidak boleh dilanggar oleh para pihak melainkan harus 

dihormati oleh para pihak yang membuat perjanjian itu (facta 

sut servanda), karena apabila dilanggar maka salah satu pihak 

akan mendapat sanksi. 

PERJANJIAN 
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A. Hukum Pidana 

Didalam bahasa Belanda, Hukum Acara Pidana atau 

KXNXP�SLGDQD�IRUPDO�GLVHEXW�GHQJDQ�´Strafvorderingµ��GDODP�

EDKDVD�,QJJULV�GLVHEXW�́ &ULPLQDO�3URFHGXUH�/DZµ��GDODP�EDKDVD�

3HUDQFLV� ´&RGH� G
LQVWUXFWLRQ� &ULPLQHOOHµ�� GDQ� GL� $PHULND�

6HULNDW�GLVHEXW�´&ULPLQDO�3URFHGXUH�5XOHVµ 

Sebagai salah satu bagian independen dari Hukum 

Publik, Hukum Pidana merupakan salah satu instrumen hukum 

yang sangat penting keberaadannya sejak dahulu sampai saat 

ini. Hukum digunakan sebagai salah satu cara untuk menjamin 

keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman perbuatan 

pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan 

´OHPEDJD� PRUDOµ� \DQJ� EHUSHUDQ� PHUHKDELOLWDVL� SDUD� SHODNX�

pidana. Hukum sifatnya dinamis tidak statis terus berkembang 

sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap 

masanya, bahkan saat ini Hukum Pidana sudah ada RKUHP ( 

Rancangam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang baru 

yang sudah dirumuskan dan di sahkan oleh Pemerintah 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat  

1. Pengertian Hukum Pidana. 

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang 

dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang 

melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang 

ASPEK HUKUM    

PIDANA DAN PERDATA 

DALAM BISNIS 
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A.  Fidusia 

Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

�����<DQJ�GLPDNVXG�GHQJDQ�´)LGXVLD�DGDODK�PHQJDOLKNDQ�KDN�

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

tersebut tetap dalam pengusaan pemilik EHQGDµ��Fidusia berasal 

dari bahasa Rowawi, yaitu fides yang berarti kepercayaan. Istilah 

fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, Fiduciare Eigendom 

Overdracht dan Bahasa Inggris, Fiduciary Transfer of Ownership 

yang memiliki arti penyerahan hak milik berdasarkan 

kepercayaan.Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia, terdapat pihak-pihak yang disebut 

sebagai Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dengan makna 

sebagai berikut:Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan 

atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia.Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau 

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya 

dijamin dengan Jaminan Fidusia.Dalam praktik fidusia, pemilik 

barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain, tetapi 

penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu terdapat juga 

istilah Jaminan Fidusia di mana penyerahan kepemilikan ini juga 

disertai dengan pemberian jaminan kepada pihak lain.Jaminan 

Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak 

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak 

FIDUSIA 
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A. Pengertian Badan Usaha 

Dalam mempelajari hukum bisnis kita juga perlu bahkan 

wajib memahami bentuk dari suatu badan usaha, pengertian, 

dan gambaran umumnya apalagi jika akan melakukan 

kerjasama maupun kontrak dengan beberapa perusahaan. 

Pengertian dari  Badan usaha merupakan kesatuan yuridis 

(hukum) yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna 

mencari sejumlah keuntungan. Hal lainnya yang harus 

diperhatikan dalam mendirikan suatu kegiatan usaha 

diantaranya mengenai produk, barang dan jasa, sebab nantinya 

mengenai ketiga hal tersebut akan diperdagangkan oleh para 

pemilik maupun pihak lainnya. 

 

B. Bentuk  Badan Usaha 

Setelah mempelajari mengenai  pengertian, kita juga harus 

menegnai Ragam dan bentuk  dari badan usaha tersebut. 

Adapun Ragam bentuk  badan usaha sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Kegiatan. 

Seperti yang sudah dimengerti, untuk kegiatan usaha 

bisa saja bermacam-macam jenisnya. Ada 5 jenis badan usaha 
berdasarkan kegiatan yang harus Anda mengerti dan juga 

pahami, yaitu: 

a. Ekstraktif merupakan kegiatan yang dilakukan guna 

mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya 

BENTUK-BENTUK 

BADAN USAHA 
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A. Pengertian Surat Berharga. 

Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang, 

serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang 

tercantum di dalamnya. Dalam surat berharga ini mudah dan 

dapat diperdagangkan. 

Surat berharga adalah lembaran kertas yang mempunyai 

nilai intrinsik berupa nilai uang sesuai nominal  angka  yang 

tercantum dalam lembaran kertas tersebut, dan memberikan hak 

kepada pemegangnya.  

Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, 

Perseroan Terbatas, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap 

derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu 

kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim 

diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. 

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan 

oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa 

pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat 

bayar kepada pihak pihak yang memegang surat tersebut, baik 

pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun 

pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. 

 

  

SURAT BERHARGA 
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A. Definisi  

Undang-Undang yang mengatur penanaman modal asing 

yaitu UU No.25 Tahun 2007. 

<DQJ� GLPDNVXG� GHQJDQ� ´SHQDQDPDQ� PRGDO� XQWXN�

melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang 

dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang 

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

EHUSDWXQJDQ�GHQJDQ�SHQDQDPDQ�PRGDO�GDODP�QHJHULµ� 

Supaya penanam modal asing (investor) menaruh 

kepercayaan dan tujuaanya berhasil dengan baik maka faktor 

´HNRQRPL� �� KXNXP�� SROitik, dan keamanan dan kebijakan 

SHPHULQWDKµ�VDQJDW�PHQHQWXNDQ� 

 

B. Keuntungan PMA 

Dengan adanya inventasi asing tentu akan menghasilkan 

keuntungan atau profit bagi investornya, termasuk bagi negara 

Indonesia yang ditanamkan modalnya antara lain: 

1. Dapat menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara 

tuan rumah; 

2. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah untuk 

kepentingan penduduknya; 

3. Menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat 

digunakan oleh penduduk setempat: 

PENANAMAN 

MODAL ASING 

(PMA) 
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Yaitu surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan 

perdagangan. 

SIUP diatur dalam undang-undang No. 3 Th. 1982 tentang 

wajib daftar perusahaan yang menyambut bahwa suatu perusahaan 

wajib didaftarkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan 

mulai menjalankan usahanya. 

Untuk memperoleh SIUP, perusahaan terlebih dahulu wajib 

mengajukan surat permohonan izin pada kantor wilayah 

departemen perdagangan atau kantor perdagangan setempat. 

Perusahaan yang harus memiliki SIUP dibedakan jadi tiga 

kelompok, yaitu: 

1. Perusahaan Kecil, yaitu perusahaan yang mempunyai modal 

dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 25 juta; 

2. Perusahaan menengah, yaitu perusahaan yang mempunyai 

modal dan kekayaan bersih Rp. 25 juta s.d Rp.100 juta; 

3. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang mempunyai modal 

dan kekayaan bersih diatas Rp. 100 juta. 

Untuk perusahaan kecil dan menengah masa berlakunya 

SIUP tidak terbatas selama perusahaan itu melaksanakan 

kegiatannya, sedangkan perusahaan besar SIUP nya terbatas 

berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi. 

Ada beberapa perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban 

memiliki SIUP yaitu: 

SURAT IZIN USAHA 

PERDAGANGAN (SIUP) 
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A. Konsumen 

1. Definisi 

Undang-Undang yang mengatur perlindungan 

konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. 

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 tersebut, yang dimaksud dengan perlindungan 

NRQVXPHQ� DGDODKµ� VHJDOD� XSD\D� \DQJ� PHQMDPLQ� DGDQ\D�

kepastian hukum untuk member perlindungan kepada 

NRQVXPHQµ 

Dalam hidup masyarakat, manusia tidak pernah lepas 

dari konflik atau sengketa, menyangkut hak-hak konsumen. 

Apalagi dalam kegiatan bisnis maka perlu ada perlindungan, 

khususnya pada konsumen. 

2. Tujuan perlindungan konsumen 

a. Meningkatkan kesadaran konsumen untuk melindungi 

diri; 

b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dengan cara 

menghindari dari akses negative pemakai barang atau 

jasa; 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 

menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen; 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum; 

e. Menumbuhkan kesadaran terhadap pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen; 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 
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A. Agen  

1. Istilah agen dalam teori hukum maupun praktek dlam dunia 

bisnis antara lain : 

Broker, pialang, dealer, makelar, kommisioner, ekspeditur, 

calo, refresentative, perantara dan lain-lain 

2. Pengertian : Agen adalah seseorang atau suatu perusahaan 

yang mewakili pihak lain (principal) untuk melakukan 

kegiatan bisnis dalam suatu wilayah pemasaran tertentu. 

3. Dasar hukum : Pengaturan keagenan dan distribusi : 

a. Dalam KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak; 

b. Dalam KUH Perdata tentang kontrak pemberian kuasa; 

c. Dalam KUH Dagang tentang makelar; 

d. Dalam KUH dagang tentang komisioner; 

e. Dalam bidang hukum khusus antara lain dalam bidang 

pasar modal; 

f. Dalam peraturan administrative antara lain peraturan 

dari departemen perdagangan dan perindustrian 

4. Jenis-jenis Keagenan  

a. Agen manufaktur; 

b. Agen penjualan; 

c. Agen pembelian; 

d. Agen umum;  

e. Agen khusus;dan 

f. Agen tunggal\ekslusif 

 

AGEN DAN 

DISTRIBUTOR 
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1. Asuransi diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, 

PHQXUXW� SDVDO� �� \DQJ� GLPDNVXG� GHQJDQ� ´DVXUDQVL� DGDODK�

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 

pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh 

perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang 

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum 

kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung 

atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang 

tidak pasti;atau  

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang 

didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 

yang besarnya telah ditetapkan dan\didasarkan pada hasil 

pengelolaan dana. 

2. Usaha Asuaransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan 

jasa penanggulangan resiko yang memeberikan pembayaran 

kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang 

berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap 

hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, 

tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu 

yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan 

dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 

ASURANSI 
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A. Pengertian Waralaba atau Franchise 

Globalisasi sebagai hal yang mau tidak mau akan 

mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia 

merupakan salah satu aspek yanh harus diperhatikan dalam 

rangka melakukan aktivitas binis. Cara yang dapat dianggap 

HIHNWLJ�VXSD\D�GDSDW�PHPSHUWDKDQNDQ�GLUL�´\DLWX�GHQJDQ�FDUD�

memperluas jaringan usaha melalui metode 

´ZDUDODEDµ�IUDQVFKLVLQJ�� 

)UDQFKLVHH� EHUDVDO� GDUL� EDKDVD� IUDQFLV� DUWLQ\D� ´EHEDVµ�

muncul pada tahun 1840 di jerman dan berkembang pesat 

diamerika serikat , pada tahun 1996 di Indonesia bisis franchise 

terdapat 119 franchisee asing (Dunkin Donut, KFC, Coca Cola, 

dll) dan 32 franchise lokal (terbatas dalm hal bisnis eceran, 

restoran, kursus, salon, nyonya meneer). 

Menurut peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor : 31\M DAG\PER\8\2008 Tentang 

penyelenggaraan Waralaba: 

´:DUDODED� DGDODK� VHEagai suatu cara melakukan 

kerjasama dibidang bisnis antara dua atau lebih 

perusahaan dimana satu pihak akan bertindak sebagai 

franchisor (pemilik perusahaan) dan pihak yang lain 

sebagai franchisee (penerima perusahaan), bahwa 

franchisor sebagai pemilik suatu merk terkenal, dan 

memeberikan kepada franchise untuk melakukan 

kegiatan bisnis barang atau jasa berdasarkan perjanjian. 

WARALABA 

(FRANCHISE) 
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A. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

Yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual 

(intellectual property rights) adalah hak kebendaan, hak atas 

sesuatu benda yang bersumber daari hasil kerja otak, hasil kerja 

rasio, daya cipta, pemikiran manusia, sehingga seseorang atau 

kelompok yang menemukan daya cipta tersebut perlu 

dilindungi oleh Undang-Undang. 

 

B. Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Terdiri 

dari: 

1. Hak Cipta. 

2. Hak Kekayaan Industri. 

 

1. Hak Cipta 

a. Definisi Umum Hak Cipta 

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari 

kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek 

dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di 

dalamnya mencakup pula program komputer. 

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu 

andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang 

pesatnya teknologi informasi dan komunikasi 

mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak 

Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari 

HAK ATAS KEKAYAAN 

INTELEKTUAL (HAKI) 
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A. Istilah 

0RQRSROL� EHUDJDP� LVWLODK� DQWDUD� ODLQ� ´DQWLWUXVWµ� ´DQWL�

PRQRSROLµ� ´GRPLQDVLµ�� ´NHNXDWDQ� SDVDUµ�� .HHPSDW� LVWLODK�

tersebut pengertiannya sama yaitu monopoli. 

 

B. Dasar Hukum 

Undaang-Undang anti monopoli diatur dalam Undang-

Undang nomor 5 Th.1999, pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa 

yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah  

´VXDWX�SHPXVDWDQ�NHNXDWDQ�HNRQRPL�RHOK�VDODK�VDWX�DWDX�

lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi 

atau pemasaran terhadap barang atau jasa tertentu sehingga 

menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan 

GDSDW�PHUXJLNDQ�NHSHQWLQJDQ�XPXPµ 

Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya 

terdapat satu penjual yang mengusai pasar. Orang atau 

kelompok yang menguasai harga pasar (price-maker) itu adalah 

´PRQRSROLVµ 

 

  

ANTI MONOPOLI 

DAN PERSAINGAN 

TIDAK SEHAT 
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Bisnis tidak dapat diukur atau ditebak apakah untung atau 

rugi apalagi ditengah-tengah persaingan yang sangat ketat dan 

iklim ekonomi yang kompetitif bisa menjadikan bisnis terjebak 

dalam kerugian. Ketika pengusaha mengalami kerugian sehingga 

tidak sanggup mengembalikan utang-utangnya yang sudah atau 

tempo dan berhenti membayar utang-utang tersebut kepada 

kreditur, maka diperlukan lembaga kepailitan untuk mengulangi 

utang-utang dimaksud. 

 

A. Pengertian 

Kepailitan suatu bisnis dalam Undang-Undang no.37 

WDKXQ� �����<DQJ� GLPDNVXG� GHQJDQ� NHSDLOLWDQ� ´DGDODK� VLWD�

umum atas semua kekayaan debitur yang pailit yang 

SHQJXUXVDQQ\D�KDNLP�SHQJDZDVµ� 

Dengan kata lain pailit merupakan suatu keadaan dimana 

debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhdap 

utang-utangnya kepada kreditur oleh karena alasan kesulitan 

keuangan dari usaha debitur karena mengalami kerugian. 

 

B. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pailit: 

1. Atas permohonan debitur sendiri 

2. Atas permohonan satu atau lebih dari kreditur 

3. Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum 

4. Bila debitnya bank maka permohonan pailit dilakukan oleh 

Bank Indonesia ( BI) 

KEPAILITAN 
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Penyelesaian sengketa dalam bisnis atau  perselisihan 

hubungan industrial atau penyelesaian sengketa apapun pasti ada 

dalam kegiatan bisnis baik disengaja  maupun tidak disengaja. Pada 

dasarnya penyelesaian ini bisa ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu 

Litigasi ( proses peradilan) dan Non Litigasi ( diluar peradilan). 

Penyelesaian sengketa diluar peradilan salah satunya yaitu 

Alternative dispute resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian 

sengketa (APS)). Dalam ADR/APS terdapat beberapa bentuk 

penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk ADR/APS menurut Suyud 

Margono (2000:28-31) adalah:  

1. Konsultasi;  

2. Negosiasi;  

3. Mediasi;  

4. Konsiliasi;  

5. Arbitrase;  

6. Good offices;  

7. Mini trial;  

8. Summary jury trial;  

9. Rent a judge; dan  

10. Med arb.     

Adapun Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang 

EHUMXGXO�´Alternative Dispute Resolution in A Nutshell, menjelaskan 

EDKZD�$'5�´is an umbrella term which refers generally to alternatives 

to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, 

mini triaO�DQG�VXPPDU\�MXU\�WULDOµ�� 

PENYELESAIAN 

SENGKETA BISNIS 
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